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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya
kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerla Komisi
Pemilihan Umuwimn Kabupalen Garul Tahun Anggaran 2021 sebagai pertanggungjawaban
peiaksanaan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan
Perjangian Kinerja KPU Kabupaten Garut sesuai APBN Tahun 2021,

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gant Tahun 2021 ini dimaksudkan sabagal media
pertanggungjawaban secara peniodik yang bens informasl mengenai kinerja KPU Kabupaten
Garut dalam mencapai visi dan misi, mewujudkan pemenntahan yang baik { Good Governance)
dan Ciean Government {pemernintah yang bersih).

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menten Pendayvagunaan
Aparatur Negara dan Peformasi Birckrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanfian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Dalam LK) inl kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesual dokumen
perencanaannya dan seuh mana strategl pelaksanaan dapat mendukung pencapalan tujuan
dan sasaran dalam rangka mewujudikan visi dan misi KPL Kabupaten Garut, salain itu sebagal
wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di Lingkungan KPU Kabupaten Garut
dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang
dirnilika.

Diharapkan Laporan Kiner@a il memberikan umpan balik perbaikan kinerla KPU
Kabupaten Garut di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperiihatkan
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi,

Kami menyadan Laporan Kinerja Ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja
ideal, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dan atasan lembaga pengawasan dan
penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempuraan penyusunan laporan di masa
yang akan datang. |

Akhirmya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan masukan berharga dan
bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Garut guna mewujudkan Good
ravemance dan Oean Government di Lingkungan KPU Kabupaten Garut.

Garut, 10 Januar 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPL Kabupaten Garut Tahun 2021 secara singkat memuat gambaran
cemua keglatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 sebagai perwujudan dan visi, misi
hujuan dan sasaran KPU Kabupaten Garut.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Garut selama Tahun 2021 pada
prinsipnya sudah berjalan sesual dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 dan
Perjanfian Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan KPLU Kabupaten Garul. Dar kegiatan yang
dilaksanzkan, capalan indikator, masukan, keluaran, dan hasil sebagai manifestasi dan
pecapdian kinerja dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal ini tercermin dar pencapaian
target tahun 2021 sebagai berikut :

SASARAN INDIEATOR KINERIA LUITAMA HIMERIA
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BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesabuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilib
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kabupaten serta memilih
Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota,

Sesual dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (%) Pemilu
diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandir,
Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9
ayat (1) dikatakan bahwa APL Kpu Provinsl dan KPU KabupateryXola bersifal Merarkis,
fermasuk KPUY Prowinsi dan KPU KabupateryKota pada satuan pemenntalian daeralt yang
bersifal khusus alay stimewa yang diahar dengan undang-undang oleh karena itu, KPU
Kabupaten Garut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan orgamisasi KPU dan
berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kineria yana telah ditetapkan
dapat tercapal berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Komisi Pernilitan Umum yang tercantum dalam Renstra Tahun 2015-
2019.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU
Kabupaten Gant sebagal Lembaga Penyelenggara Pemilu o tingkat Kabupaten yang
mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik
secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka
disusuniah Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gana.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Garut mengacu kepada peraturan perundang-unundangan
sebagai berikut:

4. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

¢. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemiliban Gubernur, Bupat,
dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kall diubah,
terakhir dengan Uindang-Undana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubermur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang;

d. Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang Pemilian Umum;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instans Pemenntah;

F. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemertntah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras)
Momor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineria
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komis|
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinss den Komisi Pemiliban Umum
Kabupaten/Kola, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemiliban Limum
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemiliban Limum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provins dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Peraturan Komisi Pemilinan Umum Nemor 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komesi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisl Pemiliban Umum Provinsl, dan Sekretaniat Komis Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

LKJ ini memberikan penjelasan menganai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluas)
dan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gant selama Tahun Anggaran 2021, Capaian kinerja
{performance resuffs) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja
{ performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan
pencapaian kinerja KPU selama 1 tabun. Anafisis atas capaian kinerja terhadap rencana target
kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan
Kinerja.
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B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LK1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun
2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan infformasi pelaksanaan program dan

kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut selama tahun 2021,  Tujuan dan
penyusunan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
sebagal upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkstkan kinerjanya.

C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KABUPATEN GARUT

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal
19, dan Pasal 20 tugas, wewenang serta KPU Kabupaten Garut adalah

Tugas ;56

a.  men@barkan program dan melaksanakan anggaran;

b. melaksanskan semua tahapan penyelenggaraan oi kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢ mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggarsan cleh PPK, PPS, dan
KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

e.  memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan
data kependudukan yang disiapkan dan diserabkan oleh  Pemerintah  dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f.  melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPR,
anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD kabupaten/kota
yana bersangkutan berdasarkan rekapitulas: penghitungan suara di PPE:

g. membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulas: suara;

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan
membuat berita acaranya;

I menindakianjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota;

J menyosialsasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/alau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
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.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.

menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

rmembentuk PPE, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD

kbupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat

Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota
DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

e. menjatubkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan
anggola PPS yang terbukb melakuklan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawasly, putusan Bawasiu
Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundangundangan.

Kewapban

melaksanakan semua ahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat wakiu;

memperiakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

menyampaikan semua informas penyelenagaraan pemilu kepada masyarakat;

melaporkan perfanggungiawaban penggunaan anggaran sesual dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan;

e.  menyarnpatkan laporan pertanggungiarraban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta  melaksanakan
peryusutannya berdasarkan jadwal retens arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota
dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkair pedoman yang ditetapkan oleh KPLU
dan Arsip Nasional Republik Indoresia;

Q. mengelola barang inventars KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

h.  menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada
KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

|
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. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPL Kabupaten/Kota dan ditandatangani
gieh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

i,  melaksanakan dengan segera putusan Bawasiu Kabupaten/Kota,

k. menyampaikan data hasil pemilu dan tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada
Peserta Pemilue paling lama 7 (tujuh) har setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;

I melakukan pemutakhian dan memealihara data pemilih secara berkelanjutan dengan
memperhatikan data kependudukan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan putusan DKPP; dan

n.  melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan

perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan  Umum
Kabupaten Garut dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Sesual
dengan Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor
O78/ORT.01.1-Kpt/3205/KPUKab/11/2021 maka dibentuk divisi-divisi yang berada dalam
struktur operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dan merupakan pembagian tugas.
diantara anggota Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Garut, yang terdiri dari:

1. Drvisi Kewangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

Ketua : JUNAIDIN BASRI, 5.Ag., M.Pd
Wk.Ketua : NUNT NURBAYANI, S.Pd.1., M.

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Ketua : HILWAN FANAQI, 5.1P
Wk Kerua : DINDIN A. ZAENUDIN, 5.Pd.1

3. Divisi Somalisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipas Masyarakat dan SDM
Ketua : NUNI NURBAYANI, 5.Pd.]., M.Pd.1
Wi.Ketua : HILWAN FANAQT, S.IP

4. Dwvisi Perencanaan, Data dan Informasi
Ketua ; DINDIN A, ZAENUDIN, 5.Pd.1
Wk.Ketua : ANEL NURSYTFAH

5. Dwvisi Hukum dan Pengawasan
Ketua + ANEU NURSYIFAH

Wk.Ketua : JUNAIDIN BASRI, S.Ag., M.Pd
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Adapun bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yang dibagi dalam 5 (lima)
divisi dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawab mi ;
HETU.ﬂ n'-ﬁH ANGLIITA

” @==
@== @_

Seirng dengan waktu Anggota Komesi Pemilihan Umum Kabupaten Garut mengalami
perubahan dengan dikeluarkan Surat Keputusan KPU  Republik Indonesia MNomor
608/HK.06.4/04/2021 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Garut Tetap yaitu Hiwan Fanagi, S.IP, Akhimya anggota KPU yang berawal
berjurniah 5 anggota menjadi 4 anggota.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dibantu oleh
Sekretariat Komisi Pemilihan Urmum Kabupaten Garut.  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Garut dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Komist Pemilihan Umum
Kabupaten Garut terdinl dan Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yaitu
sulb Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik, Sub
Bagian Hukum dan SDM, dan Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan
Hubungan Masayarakat. Masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf,
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Tabel 1. 2

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT

STRUKTUR ORGANISASI
i FEMILIMAN UMM
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E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan LKJ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ganut adalah sebagai
berikut:
KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar befakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan
laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penudisan laporan.
BAB IT PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenal Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Peranjian
Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta
Indikalor kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misl Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, dan Perjanjian Kinerja
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjaniian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinera dan
Realisasi angoaran yang digunakan selama tahun 2021, termasuk didalamnya menguraikan
secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang
dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambl,

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dar keberhasilan dan kegagalan, permasalahan
dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ganst serfa strategi pemecshan masalah yang akan dilaksanakan ditahun
mendatang.
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BAB I1 PERENCANAAN DAN PERJANITAN KINERIA

A. Sasaran RPIMN 2015 - 2021

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPIPN) 2005 - 2025. Selain menjabarkan hasil evaluasi
pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sehaoai
dokumen perencanaan @ngka menengah, Renstra Komisi Pemiliban Umam juga memuat visl,
misi, tjuan, strategi, kebipkan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan
dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemililan Umum selama periode 5
(lima) tahun,

Datam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Garut
teiah menstapkan Keputusan KPU Kabupaten Ganut Nomor 34/PR.01.03/3205/2021 tentang
Rencang Strategis Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Tahun 2020-2024, Dalam peraturan
tersebut, KPU memiliki vist yang menunjukkan jati din dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan
pemilu, yaitu: "KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandin, profesional, dan
berintegntas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil™

Misi KPU Kabupaten Garut merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan
olen seluruh p@ran untuk mewujudkan Vis KPU Kabupaten Garut periode 2020-2024. Misi yang
akan dilaksanakan sebagai benkut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada
perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum,
progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesibel,

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknolog informast dalam menyelenggarakan
Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak,

6, Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk selurub pernangku kepentingan,

B. RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN GARUT 2015-2021

Sesual dengan Visi Komisl Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi KPU Kabupaten
Garut 2015-2021 adalah :
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Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang
disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misl Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Garut sebagai berikul:

1 Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pamilu Serentak dengan berpadoman kepada
penindang-undangan dan kode efik penyelenggara Pemilu,

2. Menyusun peraturan di bidang Femdlu Serenlak yang memberkan kepasiian hukum,
progresif, dan partsipatif.

3. Meningkatkan kuallas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektl dan efisen
transparan, akuntabel, seria aksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan leknolog informasi dalam menyelenggarakan

Pemilu Serentak.

5. Meringkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kuaiitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Permyataan vis dan misi di atas telah memberikan gambaran vang tegas mengenal
kamitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Garul yang memperjuangkan kepentingan nasional
khususiya dalaim tugas pokok dan fungsinya (core competendy), yaltu penyelenggaraan
pernilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrask,

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan wvisi nasional yang tertuang dalam RPIMN
menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional,
mandirl, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRL.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam
bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumiusan tujuan { goals) organisasi. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dan permyataan misi yang akan dilaksanakan atau
dihasitkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan
ini, maka KPU Kabupaten Garut dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan
cleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya urtuk kurun waktu satu sampai
lima tzhun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tupsan penyusunan  berdasarkan  hasil  identifikasi potensi dan permasalahan yang
dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah
sebagal berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pamilihan Umum yang mandin, professional dan berintegritas:
2. Menyslenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efekiit
dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum,_ Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
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Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan
ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu
yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode
secara tahunan melalul serangkalan program dan kegiatan. Kebijakan, program seria kegiatan
tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Permormance Fla),
Penetapan aspek strategis inl diperfukan untuk membenkan fokus pada penyusunan program,
kegiatan dan alokasl sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA {IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran
strategis lembaga. Setiap lembaga atau Instanss Pemerintah wajih merumuskan Indikator
Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran
strategis dalam RPIMN dan RENSTRA Instansi/Lembaga.

KPU Kabupaten Garut menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2020-2024
melalul Keputusan KPU Kabupaten Garnut nomor: 56/PR.03. 1-Kpt/3205/KPU-Kab/X11/2020
tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2015-2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Garut.

Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Garut 2020-2024 adalah sebagal berikut

Mama/Unit Organisas : Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Garut

Tugas dan wewenandg

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi :

d. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serla menetapkan jadwal di
kabupaten/kota;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

€. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan
KPPS dalam wilayah kerjanya;

e.  Menyampaikan daltar pemilih kepada KPU Provinsi;

f.  Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih:
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g, Memetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
Anggota Dewan Perwskilan Rakyat Daersh  Kabupaten/Kota berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan susara o PPK dengan membuat berita acara rekapitulasl
suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan
berita acara hasil rekapitulas penghitungan suara di PPK;

i, Membuat benita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemily, Panwasiy Kabupaten/Kota, dan
KPU Provinsi;

j- Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten/Kots
terpiih sesuai dengan alokasi jumiah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

I.  Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan aleh Parwasiu
Kabupaten/Kota;

m.  Mengenakan sanks administratif danfatau menonaktifikan  sementara anggota PPEK,
anggota PPS, sekretans KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
ehapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi PFanwasiu Kabupaten/Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Femilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

0. Melakukan evaluasi dan membouat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
dan

Metaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,

danfatau peraturan perundang-undangan.

2. [alam penyslenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, meliputi:
d. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan @adwal i
kabupaten/kota;
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b. Melsksanskan semua tahapan penyekenggarsan di kobupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.  Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan
KPPS dalam wilayah kerjanya;

g, Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan
diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhabikan data Pemilu dan/atau pemilihan
gubermur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;

h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wafib menyerahiannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwasiu Kabupaten/Kota, dan
KPL Provinsi;

i.  Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kola atas lemuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

1. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK,
anggola PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Melaksanakan sosialisasi penyelengoaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KFU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

| Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
dan
Malaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau peraturan perundandg-undangan.
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D. RENCANA KERJA

(-

Sebagai indak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

SAsaAran Kegiatan

Indibator Kimera

rarget

Terkelolanya pelayanan
dokumentasi dan informasi  produk
hukum dengan bailk.

Terlaksananya peryusunan
Ta R an Heputusan KPR
Kabupaten Gant sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.

Terkplolanya  dokumen  teknis |
Pamilu Legisiatyl, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.

Pelayanan Permohonan Dota dan
Informasi Publik dilakukan seswai

Terpublikasikannys informiasi
kegiatan kepemiluan dan  dan
pilkada pada media komunikasi
KPU Kabupatsn Garul.

PROGRAM PENYTELENGGARAAN PEMILL DALAM PROSES KONSOLIDAST DEMOKRAST (CO)

Jumigh S0P pengadasn, pengiiman, dan
permnaiinarsan  Logrstik Femi/Femdnan.

Terdolumentasiarmya pengeiolsan ogesti :

Permiliy Pormaiihen

Perseniase  dolumentasd  dan
prodiuk; hulum yang dsajikan sscars Cepat,
tepal dan akurat sesuai S0P

Persentase Hancangan
desainun) dan giarmonisas [Enal wakly sesia
dengan kerangka regules KPU.

mm:gmslﬂarmw.'

Pemily Presiden dan Wakdl Presiden yvang
erpelifars dengan bl

Perssniase Permohonan Data den Informasl

Publie ditindakianut melahil PPID sesyal
iangan S0P,

Porsentase  informas kegiolan hepomilvan

dan dan pllkada pada meda mmonikas KPL
Fabupaten Garnut paling lambat 1 han kena.

informas

1508

L ik

1 lap

Ikeg

L

100

1000

100G

L0




Proses PAW DPRD Kabupaten Persertase Proses PAW DPRD Katugaten 100
|

Garut dilakukan tepat waklu Garut dapat deslesailan dalam waktu 5 han

e
Tarlaksanakannya kegiatan Persentase pessrts pendidican pemilin yang 30,
pendidikan pemifih yang efektil mencapatkan ndn C pada saal pendidikan

pemih,
dengan baik Pemilu dengan bas.
TMWF_MH-ITM leginton sosialisas 3wy
kegiatan  kepemiluan  kepada  kepemilzan Wepaia Srakshoider
Stakcholder Pemilu /Pemilihan Pamdw Pamilihan

Terkelolanya pembayaran gaji, Pembayaran gafi, lunlangan dan  uang 12 bulan
tunjangan dan uang kehormatan kehormatan tepat wakiu

dengan baik.

Laparan Pertanggungjawaban Fersentase (PPA  Dorbams  SIMONIKA 100%

Penggunaan Anggaran (LPPA)  dilslaikan lepal wakty dengan validitas tinggi.
berbasis SIMONIKA  dilakulan
tepat waktu dengan validitas

tinggi.

Laporan sistem akuntansi dan Persenlase laporan sstem akuntans dan 1009,
pelaporan keuangan tepat wakti.  peiaporan keuzngan tepal wakiu.

Tersclesalkannya  permasalahan  Persentase permasalahan dalam pengsicisan 1008
dalam pengelolaan keuangan. Euangan yang dapat drstesakan.

g mmnmsoreg IS [ E——— e ol o
Pemutakhiran Data  Pemilh  Berkelanjutan

Berkelanjutan yang berkuatitas

Tersusunnya Laporan  Kegiatan Jumish Laporan Pelaksanaan Kegistan 1 dok
yang akuntabel dan tepat walkdu

Terwujudnya perencanaan Temedianya dokumen fencana kerja dan 1 dok

anggaran yang efektif dan efisien  anggaran KPU Kabupaten Garut Tahun 2002

penyelenggara pemilu/pemilihan.  Gédal peningicatan kompetens

- | e : — P
perkantoran Berfungsi dengan hadk.
Meningkatnya kualiths tata kelola Pengelolaan arsip akif dan ineaklll sesps 12 tusan

administrasi persuratan dan arsip.  dengan stursn kesranan,

ketertiban di linglungan KPU keftertiban i ngiongan KPU Kabupsten
Kabupaten Garut Garut yang dapest ditanggulang.




prasarana perkantoran menduleng kinerja pegawai yang berfungs
dengan baik.

e e e -
dengan baik BMN yang datanya sesunl dengan datn SAK
Laporan Masi# Reviu Laporan  Pementase Llaporan Hasd Reviu Laporan | 1004
Keuangan dserahkan tepat wakbu. Feuangan diserahlan tepat wakiu,
di lingkumgan KPU Kabupaben
Garut
Terselesaikannya  rekomendasi  Persentase penyelecaian rekomendas BPK, L00%
BPK, BPKF dan APIP yang EB&F dan APIP yang ditincasdanp.
ditindaktanjuti.

Perjanyan kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dar pimpinan
instansi yang lebih tinggl kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
programykegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Ferjangian Kinerja KPU Kabupaten Garut adaiah komitmen Ketua KPU Kabupaten Garut
sebagal principal Satuan Kerja untuk mewujudkan target kinerja yang sehanusnya sesuai
lampiran perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertt
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun lampiran perjanjian kinerja
dimaksud adalah sebagal berikut:

Tabel Lampiran Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

i 2 3
L Meningiatnya KAprsmas 1. Méa Akuniabiitas Knena
Fenyeienggara Pomilu/Femiinan _
2. Opini BPY ARS Laporan Keuangan WP

3. MNeai Keterbukaan Informas Pubie 100%
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A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2021

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan,
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoieh melalui
sisterm pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : {1) data internal, yang berasal darni
sestern informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan,
bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan
sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Garut. Beberapa jenis indikator
kinarja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Garut
tahun 2021, yaitu indkator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutubkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjatan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2021 indikator
input i diprioritaskan pada penggunazan dana kegiatan yang berasal dani APBN,

Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan
bervariasi mulai dari output jumiah Draft, jumiah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari
hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala
sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat
(benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegsatan tidak dilakukan pengukuran, karena
belum tersedia sistemn pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kineria mencakup
Kinerja Kegiatan yang merupakan lingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
kegiatan., Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran
Kinerja

Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkst pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja
yang berorientas! pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerfa dimaksud
dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan
persentase pencapaian rencana lingkat capaian (farget) balk dalam PKK maupun PPS
memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi ©
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a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinera yang semakin baik, maka digunakan
LTS
Capaian Kinerja (%) = Realisasi x 100 %

Target
b Semakin tinggl realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan

FLIFELES. 2
Capaian Kinerja (%) = Target - (Realisasi — Target } x 100 %

Target

Berdasarkan pengukuran kinerja diakukan evaluas terhadap pencapaian setiap
indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahul pencapalan
realisast, kemajuan pencapaian wisi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajan guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi terhadap capalan kinerja sasaran dinilal dengan skala pengukuan ordinal yang
dibuat dengan menggunakan asumsi sebagal berikut :

a8) X = 100 % : Sangal Berhasil
b) 91 -100 % : Berhasil

£) 71-90 % : Cukup Berhasi|
d) 51- 0% : Kurang Berhassl
e) 0-50% » Tidak Berhasil

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan angliss efisiensi dan efektivitas. Analisis
efiskensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi. Analisis inl menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan
memberikan data nilal output per unit yang dinasitkan oleh suaty input tertentu, Efisiens
terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dar target, realisasi keluaran tetap
diperoleh sesual dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesual dengan targetnya,
diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dar fargetrya. Hal ini juga menunjukan bahwa
realisasi melampaui target. Analisis efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara
sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap
perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap
maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan Kinerja KPU Tahun
2021, pada hakekatnya merupakan bagian dan suatu proses atau kegiatan untuk mencapal
sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di
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Tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra,
Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-
satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini,
maka penilaian satuan-satuan kinerjfa akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara
menyeluruh. Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Garut tshun 2021 :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Garut 2021

S454HAN INDIKATOR KTNERIA UTAMA KINEH A
ESTRAREGIS
e g e B ey = | ) I =
PEMySEnNg0am
W 2. Opni BPE Alzas Laporan Keuangan WwWTP WP
3. Nilai Keterbulaan Informas: Publik C100% 100%

Sumber ; Dokumen Perjanfian Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021.

Pengukuran capaian Kinerja Fisik KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 berdasarkan tabel
diatas rata-rata mencapal 100%, sacara umum sudah berhasil, terlaksana dan mendapatkan
hasil yang memuaskan. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil mencapal
arget.  Untuk mengetahui fakior-faktor yang mempengarubi pencaplan target kinerja
Sekretariat KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja
sehaoai berikut :

B. EVALUASI KINERJA DAN ANALISIS CAPATAN KINERJA

KPU Kabupaten Garut dapat mencapal target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun

2021. Analisa dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Garut pada tabun 2021 dapat

dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
Sasaran ini dimaksudian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan  akuntabilitas
pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Sasaran

Ini dhcapal melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut
selama tahun 2021 adalah berikut :
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| Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Kevangan di Lingkungan
Setjen KPU

. Target Realisasi O

3355,EAA994  Layanan Perantoran ilap  1iap a1, 47

JISEEAK N7  Laporan  Pertanggungiawaban  Penggunasn 1 Lap 1iap 53.05
Anggaran (LPPA) |

3300 End 000 | Laporan Setem  Akuntansl  dan Pelaporan | 12 Bin 13 Bin T2.68
Faeiiangan Pemilu

Peru ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan angka persentase capaian laporan
dan layanan perkantoran dari target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja dan anggaran.
Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dan terlaksananya sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan, tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan
terlaksananya layanan perkantoran dalam administras keuangan.

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi
Sarana dan Pra Sarana Pemilu
[molmor  dneds  Pwoviae |

. Target Realisasi, %%
I356,AFA D10  Sitematika dan standar pengmman logistk | 1 Layanan 1 Layanan 0
Feimiiu .
3I56,EAB.008  Dota Kebuluhon dan  anggaran  logisth | Laporan iiaporan | 6423
Pemily/Pemilihan  Dukungan Peryelengoaraan

Tugas din Fundgss Linit

3356 B 0AD | Trvendarisasi Logistik Pemilu | | Lapoman I Laposan i}
Cadungan Pemyelenggarssn Tugas dan Fungs
Lt

2. Pelaksanaan Manajemen dan Perencanaan Data
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan manajemen perencanaa
dan data. Sasaran ini dapat dicapai melalui berbagal kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja
sasaran tersebut selam tabhun 2021 adalab sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Target Risalisasl B
1357 EALDO3 Cikurmen Pemytaichiran Cita Permbih | Dok 1 Dok 93,73
1357 EAL DD ' Laporan Pefakeanaan Kegistan 1k " 1iap 94,16
1357, EAD. 004 Dokurmen Perencanaan Anggaran " 1Dok | 1 Dok 100
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Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen perencanaan, data
kopemiluan, pemutakhiran data pemilih, dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi
Keberhasilan capalan kinerja tersebui merupakan hasil dan lersadianya dokumen perencanaan
dan data kepemiluan, data, informas: serta sarana dan prasarana teknologl Informasi; dan
tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluas pelaksanaan kegiatan KPU,

3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Sasaran inl dirmaksudikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan operasional dan
permeliharaan perkantoran (KPU). Sasaran ini dicapal mefalul berbagai kegiatan. Adapun capaian
indikator kinerja sasaran tersebut selama tabun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel
berikut:

: Realisasi %

II60.EAADGS | Layanan Perkantoran 1 Dok 1 Dok 76.34
Opsrasanal dan Pemelnaman  Kamtoe
cpawmmr

I3E0.EADDI0 | Pengelolaan Negara | Lay 1 Lay 93.44
WWTMMW

Angka tersebut merupakan persentase capaian laporan dalam dokumen penatausahaan
Barang Milik Negara, laporan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan BMN, layanan
persondl dalam penerapan elekironik system kearsipan, layanan akunlabilitas penalaan,
pendataan, dan penilaian arsip , dan pelayanan operasional perkantoran. Untuk penataan dan
Pendataan Persadiaan angoaran tidak terserap namun kegiatan penataan dan Pendataan
Persediaan telah dilaksanakan, adapun hasil terlampir.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari tersedianya dokumen
penatausahaan Barang Milik Negara, laporan evaluasi findak lanjut hasil pemeriksaan laporan
BMN, layanan personil dalam penerapan elektronik system kearsipan, penataan, pendataan,
dan penilaian arsip dan meningkatnya kualitas pelayanan operasional perkantoran. Salah satu
kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (kpu) adalah kegiatan
penghapusan surat suara pileg dan piires 2014 yang telah di lelang bedasarkan surat dari KPU
RI tanggal 8 Desember 2020 no. 1704/5)/X11/2020 Perhal Persetujuan penjualan sural suara
dan barang perlengkapan pemungutan suara serfta dukungan perlengkapan l@innya melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung (KPKNL) dengan dokumen terlampir;

oy PaniliheE =g
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4. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota

Sasaran in dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan di
lingkungan Setjen KPU, Sekretanat KPU Provinsi, dan Sekretaniat KPU Kabupaten/Kola. Sasaran
ini dicapai melalui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selarma
tahun 2021 adalah sebagaimana disajikanpada tabel berikut:

ot L AR B R T
Target  Realisasi ¥
3361 EALOOS | Lagoran Hasd Revis  Lapoean | 1 Lap 1l 02020 393
Keuangan

Angka tersebut merupakan persentase capalan laporan dalam dokumen laporan hasll
reviu laporan keuangan KPU sesual dengan SAP . Keberhasilan capaian kinera tersebut
merupakan hasil dan tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengeketa dan
Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan vyang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran i dimaksudkan untuk meningkatkan  kualitas pelaksanaan penyiapan
penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, Sasaran ini
dicapai melaiui berbagai kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama
tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut;

HIMEE 1A FPEHLCENTASE
I363.8AM.011 Layanan drminstra= Kepamiluan 1 Lap 1 Lap i

CIIE3BMADIZ | Dokumentasi dan Informas: Produk Hukum ilap | ilap 7708

Angka tersebut merupakan persentase capalan layanan dalam advokasi dan sengketa
hukum, laporan layanan administras kepemiluan, lavanan dalam penyuluhan peraturan
perundang- undangan pemilu dan pemilukada dan Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum
Pemilihan Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah hasil dari meningkatnya kuatitas
pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum, kualitas pelayanan dan
kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan kualitas rancangan peraturan KPU dan
keputusan KPLU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
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6. Pedoman,Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasif
Soslalisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fasilitasi pedoman,
petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu
dan pendidikan pemilih. Sasaran di atas dicapai melalul berbagai kegiatan. Adapun capaian

indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada Label
berikit:

Target  Realisasi %o

3364BAH.030  Dokumen Teknis Pemiby Legisald, Pemilu 1 Lap 1 lap | 100
Presaden dar Wakl Presiden
3364 BMADDS | Publikas Informas | 1 Lay | 1 Lay T

Angka tersebut merupakan persentase capaian layanan dalam layanan, kualitas
dukungan teknis dalam layanan pusat pendidikan pemilih, laparan informasi dan publikasi serta
sosaalisasi pemilu dan pemilukada, dan tersedianya laporan tahapan pemilinan Berdasarkan
data-gata di atas, terihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan pada program
program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lsinnya KPU serts program
penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang profesional, akuntabel
(sesual dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif
{tepatguna),

Hasil tersebut dapat dikatakan sebagai upaya maksmal terhadap pencapaian target
kinerja yana telah diperjanijikan dalam penetapan kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021.

D. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu KPU Kabupaten Garut tahun 2021 sebesar Rp. 3.624.685.000, dengan
Penyerapan Anggaran Sebesar Rp3.509.226.253, atau sebesar 96,81 % dari Jumiah
anggaran KPU Kabupaten Garut.  Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2021 mengalami
penurunan dibanding tahun 2021, secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut ini :




Tabal 2.4 Target dan Realisasi Anggaran KPU Kab.Garut 2011-2021

97,592 434,000, 87355 041 145, - Barhasil
2019 97.085.230.000,- | 06,720, 103,280, - 99,52 " Barhasi
2021 . 1.768.791.000,- 3675474717 .- ] 97,53 " Barhasi
2021 3.624.572.000 3,505.212.601 56,81  Berhaul

Lapaian realisasi anggaran tahun 2021 adalah yang tertingdi sejak 9 tahun terakhir.
Meskipun ditahun 2021 ini dilaksanakan Pemilu serentak dengan anggaran yang sangat besar
dan menjadl yang terbesar sefak 9 tahun terakhir, KPU Kabupaten Garut dapat mengoptimalkan
anggaran dan mencapai target yang ditetapkan oleh KPU RI dan Kementerian Keuangan yaitu
97,32 % dan larget 1009,

E. HASIL PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA KPU TAHUN 2021

Pemantauan kinerja dilaksanakan secara periodik per triwulan (3 bulan) dalam rangka
mengukur capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun.
Hasil pemantaun capaian kinerja KPU Kabupaten Garut adalah sebagai

berikut :
Target Realisasi % Capalan
(1) | (2) {3 (4 (5)

Terwujudmya Jumish laporan keuangan seami 100% 100% L0O%
adminstrasl  ksuangan yang | dengan  Sandar | Akrdans
beromlitas, professional dan | Pemenintah [SAP) desmpailan
akurtabed SECara enat wakty |
Meningkatnya kiafios | Pofsenthse pegawal yang feleh 2 Crang 0% ¥
pembinsan SDM. pelsyvanan | menglub  pendidikan  dan
dan adrministras kepegawaian | pelatihan  dalam rangka

peningkatan kompetens: S0OM
Menmglatiya Kuahtas Nl Evaluash stas Akuntablitas E A9 I =
Akuntabiitas Kinerja Einerja KPL plsh  [nspekiooat

dan B Prowinsl

F. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Efektifitas pada dasarmya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan
(hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yana
harus dicapal. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan
dan sasaran akhir kebijakan ( spending wisel) Sedangkan efisiensi adalah efisiensi berhubungan
erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiens dilakukan dengan menggunakan
perbandingan antara ouput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of outpur ).
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Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja
tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya
(spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya
oleh suatu unit orgamsass (misalnya: staf, upah, biaya adminstratif) dan keluaran yang
dihasilkan.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja
dengan target anggaran befanja. Rumusnya adalah :

Efektifitas = Realisasi Anggaran Belanja  x 1009
Target Anggaran Belanja

Menurut Keputusan Menten Dalam MNegar Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria

tingkat efektifitas anggaran belanja sebagal berficut
« Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat
efaktif.

= Jika hasil pencapalan antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif,

* Jika hasil pencapaan antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup
efektif.

= Jika hasil pencapsian antara 60% - 80%, maka anggaran belanj dikatakan kurang
efektif.

= Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanga dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja
langsung dengan total realisasi anggaran belanja, Rumusnya adalah :
Eficlensi = Realisasi Anggaran Belanja langsung = 100%

Realisasl Anggaran Belanja

Menurut Keputusan Menten Dalam Negerl Nomor 6230.900-327 tahun 1996, krtena tingkat
efisiens anggaran belanja sabagal berikut :
= Jika hasil perbandingan leth dari 100%, maka anggaran balanja dikatakan tidak efician.

* Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang
efisien.

LAKIF 8P AABLSATEN GARLT AT
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Untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran KPU Kabupaten Garut tahun 2021

adalah sebagai berkut
1. Tingkat Efektifitas

2018 ' 975597434 000,-
2019 | 97.085.230.000.-
2020 | 1.768.291.000,-
2021  3.624.573.000-

2. Tingkat Efisiensi

2018 B 53T #46.481

20149 33,565, 50240

2030 1.259.612.360

2021 301 5440000
Catatan :

B7.355 041 145, - 89,51 Cukup Efesdif
0. 720, 103,280 - 99,62 Efektif
| 3ErSAMIT,- 97,53 Efektif
3.505.212.601, - 96,81 ekl

7 355.041. 145

| 86.720.103.280 57,06 Kurang Efisien

| 3.675ATATLT,- 34,27 Sangat Efisien

| 6BB.BSE. 707 8594 Kurang Efisien

1] Realisasi belanja langsung diperolen dad jumilah realisasi dikurangl realisasi belanja
pegawai dan realisasi hibah. Realisas belanja pegawai adalah Rp. 2.823.145.000.
2} Tingkat efektifitas tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya;
J) Tingkat efisiens tahun 2021 menurun dan @hun sebelumnya.
Dengan demikian, berdasarkan analisa efekiifitas dan efisienst kinerja anggaran KPU
Kabupaten Garut tahun 2021 adalah tingkat efektifitasnya 96.81% (Sangat efektif) dan tingkat

efisiensinya 85.94 % (efisien)

L e e T =
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Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2021 merupakan wajud akunizbilitas
kinerja KPU dalam menjaiankan tugasnya. Sesuai arsh kebijakan dalam menjalankan tugas,
program dan kegiatannya KPU Kabupaten Ganut berpegangan pada tujuan, sasaran, dan
program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Kinerfa Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Garut Tahun 2015-
2021.

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Garut tahun 2021 sebagai wujud
perlanggungjowaban dan serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan  analisis
pencapaian kineris dalam rangka pencapaian visi dan rmisi
KPU Kabupaten Ganst selama tahun anggaran 2021. Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Garut
tahun 2021, mencakup capaian dar Perjanjian Kinerja (PERKIN) tahun 2021, yang
menggambarkan kualitas capaian keluaran (owtpuf) atau hasil (outcorme) dan kegiatan yang
dilaksanakan tahun 2021. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinera KPU
Kabupaten Garut tahun 2021 berdasarkan parameter yang ditetapkar,

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Garut yang
telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapalan indikator kinerja, yang paling
penting adalah konsistens! sikap mental, disiplin dan
keiklasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja
sesuai fungsinya masing-masing.

semoga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ganst Tahun 2021 ini dapat memberikan
masukan atau arahan guna optimalisasi dan peningkatan kinerja baik sacara kualitatif maupun
kuantitalif pada KPU Kabupaten Garut di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

LARE AP KRASLUPATEN SANUT M
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DAFTAR LAMPIRAN

1. SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020-2024
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021;

3. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021;
4. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021;

AR KL LARLFATEN SARLT FOFr
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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMIS] PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

NOMOR : 56/PR.03, 1-Kpt/3205/KPU-Kab/XI1 /2020
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab 1l
huruf € angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-
Kpt/O3/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerjaa di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka KU
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan
KPU  Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, serta wajib direvin secara
berkala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Garut tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Garut Tahun 2020-2024;

Mengingat t 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
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-

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5656} sebagaimana telah beberapa kah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemenntah Penggant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (Lembaran Negarra  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /5 /2007

lentang ...



10.

11.

-3

tentang Pedoman Umum Penetapan [ndikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekms
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201};
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3/PR.03.1-Kpt/O3/KPU/1/2018 tentang
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
197 /PR.O1.3-Kppt/01 /KPU/IV /2020 tentang

Rencana ...



Memperhatikan

Menetapkan

KEDUA

KETIGA

s

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024,
Keputusan Komisi Pemilihan Umum EKabupaten
Garut Nomor 55/PR.01.3-Kpt/3205/KPU-
Kab/XI1/2020 tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2020-
2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CGARUT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM EKABUPATEN
GARUT TAHUN 2020-2024

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi pemilihan
Umum  Kabupaten Garut Tahun  2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 merupakan
ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan
sasaran strategis Komisi Pemilihan Kabupaten Garut
Tahun 2020-2024 yang dipunakan sebagai dasar untuk
menyusun :

a. rencana kinerja tahunan;

b. rencana kerja dan anggaran;

c. perjanjian kinerja;

d. laporan kinerja; dan

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja scbagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum.

KEEMPAT ...



KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
EEHRET.H.RIET KOMISI PEMILIHAN UMUM
recd UFATEN GAHL'T




SALINAN |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR : 56/PR.03.1-Kpt/3205/KPU-Kab/XII/ 2020

TENTANG  PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMIS]
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM EABUPATEN GARUT TAHUN 2020-2024

Nama /Unit Organisasi ; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut
Tugas i a. menjabarkan program dan melaksanakan
anggaran;
b. melaksanakan sSemua tahapan

penyelenggaraan di  kabupaten /kota
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan
lahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS,
dan KPPS dalam wilayah kerjanva;

d. menyampaikan daftar pemilih kepada
KPU Provinsi;

e. memutakhirkan data pemilih
berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya scbagai
daftar pemilih;

f. melakukan dan mengumumkan
rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
DPRD kabupaten /kota yang
bersangkutan berdasarkan rekapitulasi
penghitungan suara di PPK;

g. membuat berita acara rekapitulasi suara
dan sertifikat rekapitulasi suara;



Wewenang

o o

. mengumumkan calon anggota DPRD

kabupaten /kota terpilih sesuai dengan
alokasi jumlah kursi setiap daerah
pemilihan di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan membuat berita
acaranya;

menindaklanjuti dengan segera temuan
dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten /Kota;

menyosialisasikan Penyelenggaraan
Pemilu dan/atau vang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota kepada masyarakat,

. melakukan evaluasi dan membuat

laporan sctiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. menetapkan jadwal di kabupaten [ kota;
. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam

wilayah kerjanya;

. menetaplkan dan mengumumbkan

rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
AngEEola DPRD kbupaten/kota
berdasarkan rekapitulasi penghitungan
suara di PPK dengan membuat Berita
Acara rekapitulasi suara dan sertifikat
rekapitulasi suarg;

. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/

Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota dan

mengumumkannya;

. menjatuhkan sanksi administratif dan/

atau menonaktilkan sementara anggota



Kewajiban

PPK dan anggota PPS yang terbukt
melakuklan tindakan vang
mengakibatkan terganggunya tahapan
Penyelenggaraan Pemilu  berdasarkan
putusan Bawaslu, putusan Bawaslu
Provinsi, putusan Bawaslu

Kabupaten /Kota, dan/atau ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan

. melaksanakan wewenang lain yang

diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan,

. melaksanakan Semua tahapan

penyelenggaraan pemilu dengan tepat
waktu;

. memperlakukan Peserta pemilu secara

adil dan setara;

. menyampaikan semua informasi

penyelenggaraan pemilu kepada
masyarakat;

. melaporkan pertanggungiawaban

penggunaan anggaran sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. menyampaikan laporan

pertanggungjawaban semua  kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU
melaha KPU Provinsi;

mengelola, memelihara, dan merawat
arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya  berdasarkan  jadwal
retensi arsip yang disusun olech KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan
kabupaten/kota berdasarkan pedoman
vang ditetapkan oleh KPU dan Arsip
Nasional Republik Indonesia;
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. mengelola barang inventaris KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. menyampaikan laporan periodik
mengenai tahapan  Penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi
seria menvampaikan tembusannya
kepada Bawaslu,

membuat berita acara pada setiap rapat
pleno KPU Kabupaten/Kota dan
ditandatangam oieh ketua dan anggota
KPU Kabupaten/Kota;

. melaksanakan dengan segera putusan
Bawaslu Kabupaten {Kota;

. menvampaikan data hasil pemilu dari
tinp-tiap TPS pada tingkat kabupaten/
kota kepada Peserta Pemilue paling lama
7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di
kabupaten /kota;

melakukan pemutakhiran dan
memelihara  data  pemilih SCCATA
berkelanjutan dengan memperhatikan
data kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan putusan DKPP; dan

. melaksanakan kewajiban lain vang
diberikan oleh KPU, KPU Provinsi
dan/atau peraturan perundang-
undangan.



vang baik

dan damai disertai
penyelesaian
sengketa hulkbum

Pemilu/ Pemilihan
yang aman dan
damai.

100% aman dan
damai tanpa konflik,

Persentase sengketa
hukum vang
dimenangkan KPU
Kabupaten Garut.

Membandingkan

seluruh putusan

senghketa dengan
putusan sengketa
yang dimenangkan
dengan target 8O-

90%.

Salinan sesuai dengan aslinya

el

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd

JUNAIDIN BASRI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

=

R




RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021

BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden MNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintash, seluruh instansi pemerintah diwajibkan
untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan
Perjanjian Kinerja (PK) yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan
Kinerja (LK). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu kebijakan
pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan
kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagal salah satu isntansi
pemerintah di daerah diluntut untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui
penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bentuk penjabaran dari
Renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai suatu sub sistem dari
Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Garut menempati kedudukan yang cukup
penting dalam men@aga proses f{ahapan penyelenggaraan Pemilihan
Umum/Pemilihan dengan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu, meliputi
mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, kepentingan
umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan
efeklifitas.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, maka disusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan
maksud dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan salama 1 (satu)
tahun mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu tahun);
2. Sebagai pedoman untuk mewujudkan visi dan misi KPU Kabupaten Garut yag
telah dirumuskan dan ditetapkan;



Untuk mewujudkan akuntabiiitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Garut kepada pihak pember mandat/amanat, yaitu Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia;

Sebagai landasan operasional organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
Sebagai pedoman identifikasi karakieristik program dan kegiatan untuk
diimplementasikan pada tahun 2020;

Sebagal pedoman Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program
dan kegiatan;

Sebagal pedoman pelaksanaan akuntabilitas palaksanaan kinerna KPLU

. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Uindang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupali, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5888),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar §109);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomaor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemernintah (Lembaran Negarra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
80},
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1.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10},

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/OS/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemernntah,

Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemenntah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 teniang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilinan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomaor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretanat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPUN2018
tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 187/PR.01.3-Kppt/0 1/KPUMVIZ020
tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tugas, wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten
Garut adalah :



Tugas -

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS5,
dan KPPS dalam wilayah kerjanya,

d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi,

g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota
DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPFRD
kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara
di PPK:

g. membuat benta acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan
alokasi jumiah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan
dan membuat berita acaranya;

i. menindakianjubl dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota,

|- menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkarlan dengan
tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan
Pemilu; dan

| melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan

nan

&  menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota
DPRD kbupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan
membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertifikal rekapitulasi suara;



d.

menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;

menjatuhkan sanksi administratif danfatau menonaktilkan sementara anggola
PPK dan anggota PPS yang terbukti melakuklan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,
putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan
paraturan perundang- undangan, dan

melaksanakan wewenang lain yang diberkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

a melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu,

b. memperakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pamilu kepada masyarakat,

d. melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyarnpaikan laporan pertanggungiarraban semua kegiatan Penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen seria melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten’kota berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada
Bawasiu;

membuat benta acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Mota dan
ditandatangani oieh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkatl kabupaten/kola
kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten
fkota;



I. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

m. melaksanakan putusan DKPP; dan

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan cleh KPU, KPU Provinsi dan/atau
peraturan perundang-undangan.



BAB Il
PEMBAHASAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut Tahun 2021

merupakan pencermatan dan penelaahan dan Rencana Strategis (Renstra) KPU
Kabupaten Garut Tahun 2020-2024. Dalam menyusun dokumen RKT Tahun 2021,
KPU Kabupaten Garut melakukan langkah-langkah sebagai benkut:

1.

Melakukan rapat koordinasi intemal antara KPU dan sekretanat untuk

melakukan percermatan dan penelaahan Rensira KPU Kabupaten Garut Tahun
2020-2024,

. Melakukan pencermatan terhadap DIPA KPU Kabupaten Garut Tahun 2021,

Melakukan identifikasi rencana target tahunan sebagai dasar penetapan RKT.
Menyusun RKT untuk ditetetapkan dan setanjutnya dituangkan dalam formulir
RKT.

Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala utuk memantau program dan

kegiatan yang berjalan serta malakukan revisi setiap kali ada revisi POK DIPA
KPU.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
Nama/Unit Organisasi  : KPU Kabupaten Garut
Tahun : 2021
SASARAN
NO STRAREGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
2 3 4 |
Meningkatnya 1. Nilai Akuntabiitas Kinerja B
Kapasilas
| Penyelenggara

PemilufPemilihan

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik 100%




RENCANA KINERJA TAHUNAN

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Garut
1 2021

Tahun

F |

Memngkatnya Kapagitas SDM
vang Berkompeten

Terwujudnya Dukungan Sarana
dan Prasarand Guna
Meningleatkan Kelancaran Tugas
KPU

Terwujudnya Data Pemilih secara
Berkelanjutan

Terlaksananya,

Penetapan  Keputusan KPu
Kabupaten Garut sesual dengan

peraturan  perundang-undangan,
seTta pendokumentasian
informasi hukum, dan
penyuluhannya

Terwujudnyae Dukungan Logistilk

dalam Penyelengearaan
Pemilu / Pemilihan
Terwujudnya Tahapan

Pemilu/Pemiliban sesuai jadwal.

3

Persentase kesesuaian
kompetensi  pegawal  terhadap
atandar kompetensi
PENUEASATIIIYE

Persentase Tersedianya Sarana
dan Prasarang untuk Memenuhi
Kebutuhan Kerja Pegawai vang
Berfungsi dengan Balk

Pemutakhiran  data  pemilih
berkelanjutan dilakukan secara
akurat dan tepat waktu,

Persentase REancangan
Keputusan KFU Kabupaten Garut

yang disusun dengan tepat waktu

sesual dengan Kerangka Rogulasi
RPLY
Distribuisi logistik

Pemilu fPemilihan dilakukan
tepat sasaran, tepat jumiah, tepat

jenis, tepat mutu, dan tepat
wakiu.
Tahapan pemilu )/ pemiliban

sesuai dilakukan sesuai jadwal

950

1O

100,

10D



BAB Il
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai pedoman/acuan dalam
merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari
Rencana Sirategis (Renstra) KPU Kabupaten Garut Tahun 2020-2021.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Garut disusun sebagai
wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah
serta dalam rangka perwujudan good govermnance. Tujuan penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Garut selama 1 (satu) tahun
yang dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan,

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 KPU
Kabupaten Garut disusun dan ditetapkan, jika di kemudian hari diperlukan adanya
perubahan pada penyusunan dokumen Rencana Kinera Tahunan (RKT) KPU
Kabupaten Garut Tahun 2021, maka akan dilakukan penyempumnaan sebagaimana
mestinya.

Garut, 7 Januari 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM

g






